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Abstrak   

Ekonomi digital berkembang pesat dan perannya semakin meningkat dalam pertumbuhan 

ekonomi Indonesia. Salah satu alat fiskal pertumbuhan ekonomi tentu saja adalah pajak. 

Salah satu hambatan pemungutan pajak adalah penggelapan pajak. Dalam Penelitian ini 

peneliti menggunakan metode literatur atau studi kepustakaan dilakukan dengan mencari 

data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan 

bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan maupun internet. Penggelapan pajak 

menjadi perhatian banyak otoritas pajak, termasuk Indonesia. Namun, memajaki ekonomi 

digital ini menghadirkan tantangan karena tidak ada batas negara dalam proses bisnisnya. 

Pengusaha dalam ekonomi digital seringkali berlokasi di luar Indonesia. Sementara itu, 

pajak penghasilan hanya dapat dipungut atas seorang kena pajak melalui konsep bentuk 

usaha tetap. Penetapan bentuk usaha tetap biasanya dimasukkan dalam perjanjian 

penghindaran pajak berganda berdasarkan keberadaan fisik yang bersifat opsional dalam 

praktik ekonomi digital. Kehadiran fisik sendiri sudah menjadi isu karena ekonomi digital 

tidak membutuhkan kehadiran fisik di negara lain. 

 

Kata kunci: Pajak ekonomi digital, Metode Literatur 

  

PENDAHULUAN 

Pajak merupakan kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan 

untuk keperluan Negara (Yusuf, 2021) (Ribhan & Yusuf, 2016). Artinya wajib pajak yang 

menyetorkan pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung tetapi mendapatkan 

fasilitas yang tidak secara sadar dinikmati oleh semua orang, contohnya pembangunan 

jalan tol, pembenaran jalan dan lain sebagainya (Anggarini, Putri, et al., 2021) (Putri, 

2021). Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran�pengeluaran yang bermanfaat bagi 

negara umum (Putri & Ghazali, 2021). Jadi, pada masa sekarang ini bukan hal aneh dan 

menyulitkan bagi masyarakat dalam membayar pajak, karena masyarakat harus menyadari 

bahwa pajak yang mereka setorkan untuk kepentingan bersama (Dan, 2021). Karena itu 
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diharapkan masyarakat sadar jika mempunyai kewajiban untuk menyetorkan sebagian 

penghasilan mereka, karena itu untuk membiayai kepentingan mereka juga di negara ini (S. 

Fauzi & Lina, 2020). Pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada sistem self assessment 

(Larasasati & Natasya, 2017). Sistem self assessment adalah sistem pemungutan pajak 

yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan dengan memberikan wewenang, 

kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, 

membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajak yang harus dibayar (Sari, 2014). 

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 2 undangan perpajakan (Naconha, 2021). 

Beberapa faktor dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban 

membayar pajaknya yaitu sistem administrasi perpajakan modern, sosialisasi perpajakan 

dan pemahaman pajak (Putri, 2021).  

KAJIAN PUSTAKA 

Pengertian pajak menurut para ahli  

1. MJH Smeets Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang tertuang melalui norma-

norma umum. Pajak dapat dipaksakan tanpa adanya kontrasepsi untuk membiayai 

pengeluaran pemerintah (Prasetio et al., 2021).  

2. Rochmat Soemitro Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas 

negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan jasa timbal 

balik (Hendrastuty et al., 2021). Pajak digunakan untuk membayar pengeluaran umum 

(Munandar & Assuja, 2021). Lebih lanjut dikatakan bahwa pajak adalah peralihan 

kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin [23]. 

Kelebihan pajak digunakan untuk tabungan masyarakat yang menjadi sumber utama 

pembiayaan investasi public (Nur, 2021). 

3. PJA Andriani Andriani mengemukakan bahwa pajak adalah pungutan atau iuran 

masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan serta tertuang bagi yang wajib 

membayarnya sesuai peraturan undang-undang (Lestari & Puspaningrum, 2021). Pembayar 

pajak tidak memperoleh imbalan langsung yang bisa ditunjuk dan dipakai dalam 

pembiayaan untuk keperluan Negara (Phelia et al., 2021).  
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4. Soeparman Soemahamidjaja Menurut Soeparman, pajak adalah iuran wajib berupa uang 

atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. 

Tujuannya adalah menutup biaya produksi barang dan jasa guna mencapai kesejahteraan 

masyarakat (Larasasati & Natasya, 2017)  .  

5. Anderson Herschel Anderson Herschel mengemukakan bahwa pajak adalah suatu 

peralihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah tetapi bukan akibat dari 

pelanggaran yang diperbuat (Permana & Puspaningrum, 2021). Pajak merupakan suatu 

kewajiban berdasarkan ketentuan yang berlaku tanpa adanya imbalan dan dilakukan guna 

mempermudah pemerintah dalam menjalankan tugasnya (Fadly & Alita, 2021).  

6. Cort Vander Linden Pajak menurut Cort Vander Linden adalah sumbangan pada 

keuangan umum negara yang tidak bergantung pada jasa khusus dari seorang penguasa 

(Putri, 2021) 

7. Djajaningrat mengemukakan bahwa pajak adalah sebuah kewajiban dalam memberikan 

sebagian harta kekayaan seseorang kepada negara karena suatu keadaan, kejadian, 

perbuatan yang memberikan suatu kedudukan tertentu (Anggarini, 2021). Iuran tersebut 

bukanlah suatu hukuman tetapi sebuah kewajiban dengan berdasarkan peraturan yang 

ditetapkan oleh pemerintah dan sifatnya memaksa. Tujuan pajak adalah untuk memelihara 

kesejahteraan masyarakat (Pratama et al., 2022). 

Jenis-jenis Pajak 

Pajak merupakan kontribusi yang wajib dilakukan kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi maupun badan (Novita et al., 2020). Sifat pajak ini memaksa berdasarkan undang-

undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan akan digunakan untuk 

keperluan negara guna kemakmuran rakyat   (Naconha, 2021). 

Dalam hal perpajakan, pemerintah terutama Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana 

fungsinya, yakni berkewajiban dalam melakuakn pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan 

pengawasan (Anisa Martadala et al., 2021).  

Sesuai dengan falsafah udang-undang perpajakan, membayar pajak tidak hanya sebuah 

kewajiban namun juga hak setiap warga negara untuk ikut berpartisifasi dalam bentuk 

peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Anggarini, 2021). 
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Seperti yang sudah dikatakan, bahwa manfaat dari pajak itu sendiri adalah untuk 

memenuhi keperluan negara guna kemakmuran rakyatnya dan untuk pembangunan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (Naconha, 2021). 

Jenis-Jenis Pajak di Indonesia 

Jenis-jenis pajak berdasarkan cara pemungutannya terdiri dari pajak langsung dan pajak 

tidak langsung (Larasati Ahluwalia, 2020). Jenis-jenis pajak berdasarkan sifatnya terdiri 

dari pajak subjektif dan pajak objektif. Sementara jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga 

pemungutannya terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah (Lina & Ahluwalia, 2021). 

Jenis Pajak Berdasarkan Cara Pemungutannya  

Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, 

pajak langsung dan pajak tidak langsung merupakan kategori jenis pajak yang 

dikelompkkan berdasarkan cara pemungutannya (Ahluwalia, 2020). Pajak Langsung 

adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan 

kepada orang lain. 

Jenis Pajak Berdasarkan Sifatnya  

Pajak Subjektif dan Pajak Objektif 

Kemudian ada jenis pajak yang digolongkan berdasarkan sifatnya yakni pajak subjektif 

dan pajak objektif (F. Fauzi et al., 2020). Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal 

pada subjeknya sedangkan pajak objektif berpangkal kepada objeknya. Suatu pungutan 

disebut pajak subjektif karena memperhatikan keadaan diri wajib pajak (Anggarini, Nani, 

et al., 2021). 

Jenis Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungutannya  

Pajak Pusat dan Pajak Daerah  

Pajak pusat dan pajak daerah merupakan jenis pajak yang pengelompokannya berdasar 

pada lembaga pemungutannya. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh 

Pemerintah Pusat, dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP). Hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja 
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negara seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan kesehatan dan lain 

sebagainya. 

Proses administrasi yang berkaitan dengan pajak pusat dilaksanakan di Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. 

Berbeda dengan pajak pusat/ nasional, pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut 

dan dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. 

Hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja 

pemerintah daerah (Munandar & Assuja, 2021). Proses administasinya dilaksanakan di 

Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau kantor sejenis yang 

dibawahi oleh pemerintah daerah setempat (Prasetio et al., 2021). Banyak yang mengira 

jika pajak pusat dan pajak daerah berdiri sendiri karena hasil dari pajak pusat dan pajak 

daerah digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing. Nyatanya, pajak pusat 

dan pajak daerah bersinergi satu sama lain dalam membangun Indonesia secara nasional 

dari Aceh hingga Papua. Pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik jika ada 

kesesuaian program kegiatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Neneng et 

al., 2021). 

Contoh Jenis-jenis Pajak Pusat dan Pajak Daerah 

Berikut ini pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat:  

1. Pajak Penghasilan (PPh)  

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)  

4. Bea Materai  

5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB perkebunan, Perhutanan, Pertambangan)  

Berikut ini pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah: 1. Pajak provinsi terdiri dari: • 

Pajak Kendaraan Bermotor.  

• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.  
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• Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.  

• Pajak Air Permukaan.  

• Pajak Rokok.  

2. Pajak kabupaten/kota terdiri dari:  

• Pajak Hotel. 

 • Pajak Restoran 

• Pajak Hiburan.  

• Pajak Reklame.  

• Pajak Penerangan Jalan.  

• Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan. 

 • Pajak Parkir. • Pajak Air Tanah.  

• Pajak Sarang Burung Walet. 

 • Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.  

• Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. 

 • Sekadar informasi saja, mulai tahun 2014, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan 

dan Perkotaan masuk dalam kategori pajak daerah. Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan masih tetap merupakan pajak pusat 

(Pratiwi & Fitri, 2021). 

Perlawanan Terhadap Pajak  

1. Perlawanan Pasif Terhadap Pajak Perlawanan pasif adalah perlawanan yang 

inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri tetapi terjadi karena keadaan yang 

ada di sekitar wajib pajak itu. Hambatan�hambatan tersebut berasal dari struktur 

ekonomi, perkembangan moral dan intelektual penduduk, dan teknik pemungutan 

pajak itu sendiri [50]. 
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2. Perlawanan aktif terhadap pajak Perlawanan aktif adalah perlawanan yang 

inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha dan 

perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiscus dan bertujuan untuk 

menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Ada 

3. Cara perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu: Penghindaran Pajak (Tax 

Avoidance), Pengelakan Pajak (Tax Evation), Melalaikan Pajak (Riski et al., 2021). 

Tercela 

Hal ini biasanya dikemukakan oleh kelompok sosialistis. Penghindaran pajak secara 

yuridis biasa dilakukan oleh orang-orang atau badan yang penghasilannya tinggi 

dengan cara bermusyawarah untuk mengurangi pajaknya. Hal tersebut bisa 

mengakibatkan pengurangan kas negara yang berimbas pada menurunnya kemampuan 

negara untuk menyantuni masyrakat miskinnya (Zanofa et al., 2020) .  

Tidak tercela  

Hal ini dikemukakan oleh kelompok kapitalis liberalistis. Alasannya, pada banyak putusan 

Mahkamah Agung di negara Eropa Barat yang mengatakan bahwa tidak ada satu orang 

pun yang diharuskan menafsirkan suatu undang-undang untuk kepentingan Negara 

(Ariyanti et al., 2020). 

METODE  

Dalam artikel ini, metode yang digunakan adalah metode literatur. Metode literatur atau 

studi kepustakaan dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca 

jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan bahan publikasi yang tersedia di 

perpustakaan maupun internet (Dhiona Ayu Nani, 2021). Adapun sifat dari penelitian ini 

adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, 

kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh 

pembaca (Lina et al., 2021). Penulis menggunakan beraneka variasi sumber pustaka dan 

data sensus internet yang membeberkan seputar Tanggungjawab sosial dalam manajemen. 

Untuk memperoleh data/isu penulis mengolah data dari beraneka variasi sumber isu iternet 

(Ameraldo & Ghazali, 2021). Berbagai macam variasi dan sumber rujukan yang tersedia 

menciptakan penulisan artikel ilmiah ini berjalan dengan baik . 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

Pajak penghasilan orang pribadi 

Perhitungan Pajak Penghasilan Bersih Selama Setahun 

Untuk besaran penghasilan sendiri tidak hanya berupa gaji atau upah saja, melainkan juga 

termasuk tunjangan-tunjangan yang diterima oleh. Semua penghasilan yang diterima oleh 

seorang pegawai dalam setahun ini disebut dengan penghasilan kotor (Amanda, 2017). 

Sementara itu, perhitungan pajak penghasilan dikenakan pada penghasilan bersih yang 

diterima seseorang dalam satu tahun (Defia Riski Anggarini, 2020). Sebelum perhitungan 

pajak penghasilan, perlu mengetahui lebih dulu jumlah penghasilan bersih yang diterima 

dari tempat bekerja selama satu tahun. Penghasilan bersih dihitung dari penghasilan bruto 

dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Di dalamnya 

termasuk biaya pensiun, hutang, dan kredit bank (Puspaningrum & Susanto, 2021). 

Menghitung Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)  

Setelah menghitung besaran penghasilan bersih selama satu tahun, langkah selanjutnya 

yang perlu dilakukan dalam perhitungan pajak penghasilan adalah mengetahui Penghasilan 

Tidak Kena Pajak (PTKP). Perhitungan ini digunakan untuk mencari Penghasilan Kena 

Pajak (PKP). PTKP adalah jumlah penghasilan yang tidak dikenai pajak penghasilan, 

sehingga para wajib pajak yang penghasilannya sebesar PTKP atau di bawah batas PTKP 

tak perlu membayar pajak penghasilan. Berikut tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak 

(PTKP) terbaru yang harus diketahui sebagai berikut: 

 • Rp54.000.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi. 

 • Rp4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang telah menikah. 

• Rp54.000.000 untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. 

 • Rp4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan 

lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang 

untuk setiap keluarga. 

Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)  

Selesai dengan menghitung PTKP, langkah berikutnya dalam perhitungan pajak 

penghasilan adalah mengetahui besaran PKP yang diperoleh dengan melakukan 

pengurangan antara penghasilan bersih dengan PTKP (Abidin et al., 2021). 

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh)  
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Setelah Anda mengetahui besaran PKP, kemudian tentukan persentase perhitungan pajak 

penghasilan (PPh) yang diterapkan dengan ketentuan sebagai berikut: 

 • PKP kurang dari Rp50.000.000 dikenai tarif pajak sebesar 5%  

• PKP antara Rp50.000.000 -- Rp250.000.000 dikenai tarif pajak sebesar 15%  

• PKP antara Rp250.000.000 -- Rp500.000.000 dikenai tarif pajak sebesar 25% 

• PKP di atas Rp500.000.000 dikenai tarif pajak 30% Langkah selanjutnya dalam 

perhitungan pajak penghasilan yaitu dengan mengalikan antara PKP yang sudah diperoleh 

dengan persentase sesuai ketentuan. Hasil perkalian tersebut adalah PPh yang wajib 

dibayarkan dalam periode satu tahun (Arbiansyah & Kristianto, 2010). 

Simulasi Perhitungan Pajak Penghasilan  

Untuk lebih memudahkan, anda dalam perhitungan pajak penghasilan, silahkan lihat 

contoh simulasi perhitungan pajak penghasilan atau PPh berikut ini:  

Aditia merupakan seorang kepala keluarga dengan satu anak. Aditia bekerja di salah satu 

perusahaan swasta (Gotama et al., 2021). Penghasilan bruto (kotor) yang terdiri dari gaji, 

tunjangan, dan pembayaran lain adalah senilai Rp100.000.000. Aditia membayar iuran 

pensiun dan tunjangan hari tua senilai Rp2.000.000 setiap bulan. Maka, berikut 

perhitungan pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Aditia.  

1. Hitung penghasilan bersih (Penghasilan Bruto - beban tanggungan) Rp100.000.000 - 

Rp2.000.000 = Rp98.000.000  

 

2. Hitung PTKP (PTKP = Pribadi + Istri + Anak) Rp54.000.000 + Rp4.500.000 + 

Rp4.500.000 = Rp63.000.000  

3. Hitung PKP (PKP = Penghasilan bersih - PTKP) Rp98.000.000 - Rp63.000.000 = 

Rp35.000.00 

4. Hitung PPh (PKP x Persentase PPh) Karena PKP Aditia kurang dari Rp50.000.000, 

maka pajak yang harus ia bayarkan adalah 5% dari PKP-nya Rp35.000.000 x 5% = 

Rp1.750.000  

5. Maka, PPh yang harus dibayarkan Aditia selama setahun adalah sebesar Rp1.750.000. 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang tertuang melalui norma-norma umum. Pajak 
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dapat dipaksakan tanpa adanya kontrasepsi untuk membiayai pengeluaran pemerintah. 

Pajak merupakan kontribusi yang wajib dilakukan kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi maupun badan. Sifat pajak ini memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan akan digunakan untuk keperluan negara guna 

kemakmuran rakyat. Dalam hal perpajakan, pemerintah terutama Direktorat Jenderal Pajak 

sebagaimana fungsinya, yakni berkewajiban dalam melakuakn pembinaan/penyuluhan, 

pelayanan, dan pengawasan. Sesuai dengan falsafah udang-undang perpajakan, membayar 

pajak tidak hanya sebuah kewajiban namun juga hak setiap warga negara untuk ikut 

berpartisifasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan 

nasional. Seperti yang sudah dikatakan, bahwa manfaat dari pajak itu sendiri adalah untuk 

memenuhi keperluan negara guna kemakmuran rakyatnya dan untuk pembangunan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 
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